
 

 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

--------------------- 
RISALAH SIDANG 

PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 

 
 
 
 

PERIHAL 
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR 
RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI 

JAWA TENGAH TAHUN 2024, 
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR 
RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI 

JAWA TENGAH DAPIL KUDUS 2 TAHUN 2024, 
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR 
RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI 

JAWA TENGAH DAPIL BANYUMAS 1 TAHUN 2024 
 
 

ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN 

 
 
 
 

 
J A K A R T A 

 
SENIN , 29 APRIL 2024 



i 
 

 
 

 
MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 
-------------- 

RISALAH SIDANG 
PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 

PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 
PERKARA NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 

 
PERIHAL 
 

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dapil Kudus 2 Tahun 2024 

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dapil Banyumas 1 Tahun 2024 

 
PEMOHON 
 
1. Partai Kebangkitan Bangsa 
2. Partai Persatuan Pembangunan 
3. Partai NasDem 
4. Partai Amanat Nasional 
5. Partai Demokrat 
6. Sumarjono, S.H. 
7. Hj. Maryatin, S.Pd. 
 
 



ii 
 

 
 

TERMOHON 
 
KPU Republik Indonesia 
 
ACARA 
 
Pemeriksaan Pendahuluan 
 
 
Senin, 29 April 2024, Pukul 13.24– 14.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 

 
 

SUSUNAN PERSIDANGAN 
 
1) Saldi Isra        (Ketua) 
2) Ridwan Mansyur       (Anggota) 
3) Arsul Sani        (Anggota) 

 
 

Muhammad Reza Winata        Panitera Pengganti 
Rahmadiani Putri Nilasari    Panitera Pengganti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 
 

Pihak yang Hadir: 
 
A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024: 
 

1. Iqbal Baharudin 
2. Jahirin 
3. Mohammad Harir 

 
B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024: 
 

1. Bambang Wahyu Ganindra 
2. Gugum Ridho Putra 

 
C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024: 
 

1. M. Andrean Saefudin 
2. M. Hidayat Arfin 

 
D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024: 
 

1. R.A. Shanti Dewi 
 

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: 
 

1. Jimmy Himawan 
2. Muhammad Mualimin 

 
F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024: 
 

1. Jimmy Himawan 
2. Eddy Safri Sianipar 

 
G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024: 
 

1. Muhammad Mualimin 
2. Nathaniel Hutagaol 

 
 
 



iv 
 

 
 

H. Termohon: 
 

1. August Mellaz 
2. Romi Maulana 

 
I. Kuasa Hukum Termohon: 

 
1. Andika Gautama 
2. Nurhidayat 
3. Happy Ferovina 
4. Petrus P. Ell 
5. Raden Liani Afrianty 
6. Ana Rita Y. Ohee 
7. Afif Rosadiansyah 
 

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: 
 

1. Martina 
2. Herdika Sukma Negara 
3. Ivo Antoni Ginting 
4. Agus Subagiyo 

 
K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024: 
 

1. Raden Adidarmo Pramudji 
 

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83-01-05-13/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: 

 
1. Ardyan 

 
M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024: 
 

1. Raden Adidarmo Pramudji 
2. Erry Ayudhiansyah 

 
N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 155-02-14-

13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
 

1. Mehbob 
2. Muhajir 

 
 



v 
 

 
 

 
O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 188-02-14-

13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
 

1. Andhika Yudha Prawira 
 

 
P. Bawaslu: 

 
1. Bayu Indra Permana 
2. Imam Subandi 
3. Setyo Puji S 
4. Bachtiar  
5. Lilik 
6. Puadi 
7. Sudadi 
8. Diana Ariyanti 
9. Hasanuddin 
10. Nur Kholiq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 



1 
 

 
 

 
 
 
1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]  
 

Kita mulai, ya.  
Sidang Perkara Penyelesaian Perselisian Hasil Pemilihan Umum 

Anggota Legislatif untuk Provinsi Jawa Tengah dibuka. Persidangan 
dinyatakan terbuka untuk umum.  

 
 

 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita 

semua. Siang ini ada tujuh permohonan yang akan disampaikan oleh 
Pemohon untuk Provinsi Jawa Tengah. Kalau boleh nanti saya apa … 
absen satu per satu. 

Kuasa Hukum untuk Perkara 33?  
 
2. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [00:48]  
 

Hadir, Yang Mulia. 
 
3. KETUA: SALDI ISRA [00:50]  
 

Oke. Kuasa hukum untuk Perkara 44?  
 
4. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [00:52]  
 

Hadir, Yang Mulia. 
 
5. KETUA: SALDI ISRA [00:56]  
 

Kuasa Hukum untuk Perkara 65?  
 
6. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [00:58]  
 

Hadir, Yang Mulia. 
 
7. KETUA: SALDI ISRA [01:01]  
 

Kuasa Hukum untuk Perkara 155?  
Kuasa Hukum untuk Perkara 99? Oh, 2 langsung, ya.  

KETUK PALU 3x 

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.24 
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Kuasa Hukum untuk Perkara 188?  
 
8. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [01:16] 

 
Hadir, Yang Mulia.  

 
9. KETUA: SALDI ISRA [01:19]  
 

Kuasa Hukum untuk Perkara 83?  
 
10. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: AUDY RAHMAT [01:21]  
 

Hadir, Yang Mulia. 
 
11. KETUA: SALDI ISRA [01:23]  
 

Oke, terima kasih juga sudah hadir.  
Termohon silakan, ini Kuasa Hukumnya sudah beda dari yang tadi 

pagi ini.  
 
12. TERMOHON: AUGUST MELLAZ [01:23]  
 

Beda. 
 
13. KETUA: SALDI ISRA [01:24] 

 
Silakan. 

 
14. TERMOHON: AUGUST MELLAZ [01:32]  
 

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir August Mellaz sebagai 
Prinsipal. Ada juga tim Kuasa Hukum. Nanti bisa (...)  

 
15. KETUA: SALDI ISRA [01:39]  
 

Silakan perkenalkan, Kuasa Hukum.  
 
16. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:42]  
 

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, perkenalkan kami dari Kuasa Hukum 
Termohon untuk Register Perkara 33, Saya sendiri atas nama Muhammad 
Andika Gautama. 



3 
 

 
 

 
17. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [01:54]  
 

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk 
kita semua. Perkenalkan saya Raden Liani Afrianty, Kuasa Hukum 
Termohon untuk Perkara 44. 

 
18. KETUA: SALDI ISRA [02:03]  
 

Oke, selanjutnya. 
 
19. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:06]  
 

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Nurhidayat dari Kuasa Hukum 
Termohon untuk Perkara 44, Terima kasih. 

 
20. KETUA: SALDI ISRA [02:12]  
 

44 juga, ya?  
 
21. KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [02:13]  
 

Ya. 
 
22. KETUA: SALDI ISRA [02:14]  
 

Silakan. 
 

23. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [02:15]  
 

Mohon izin, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.  

 
24. KETUA: SALDI ISRA [02:17]  
 

Walaikumssalam wr. wb. 
 
25. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [02:18]  
 

Saya dengan Happy Ferovina Wuntu dengan Nomor Perkara 65. 
Terima kasih. 

 
26. KETUA: SALDI ISRA [02:22]  
 



4 
 

 
 

Terus ada lagi? Belakang? Dikasih mik, dong yang belakang biar 
kedengaran juga suaranya. Silakan.  

 
27. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [02:38]  
 

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Afif Rosadiansyah, Kuasa 
Hukum dari Termohon Registrasi Perkara Nomor 83. 

 
28. KETUA: SALDI ISRA [02:49]  
 

Oke, selanjutnya. Enggak ada lagi? Sudah semua? Silakan. 
 
29. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P ELL [03:01]  
 

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Saya Kuasa Hukum 
Termohon dari Perkara 99 dan 155, Yang Mulia, atas nama Dr. Petrus 
Paulus Ell, Ph.D. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
30. KETUA: SALDI ISRA [03:21]  
 

Terima kasih. 
 

31. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P ELL [03:23]  
 

Dan ada rekan saya. Silakan. 
 
 
32. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:29] 
 

Izin, Yang Mulia. Nama saya Ana Rita Yocelina Ohee, tim bersama 
kantor Pak Peter Ell. 

 
 
33. KETUA: SALDI ISRA [03:35]  
 

Oke, terima kasih.  
Pihak Terkait, sesuai dengan permohonan Saudara, ya, sudah 

dibahas di RPH dan sudah dinyatakan sah sebagai Pihak Terkait. Pihak 
Terkait, untuk Perkara 33? 

 
34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: IVO ANTONI GINTING [03:55]  
 

Baik, Yang Mulia. 
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35. KETUA: SALDI ISRA [03:57]  
 

Ada, ya? 
 
36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 33-01-01-13: MARTINA [03:58]  
 

Hadir, Yang Mulia. Ada. 
 
37. KETUA: SALDI ISRA [03:59]  
 

2 orang, ya?  
Oke, Perkara 44? 

 
38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 83/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : ARDYAN  
[04:00]  

 
Dari Partai Nasdem, hadir, Yang Mulia.  

 
39. KETUA: SALDI ISRA  [04:09]   
 

Oke, Pak Ardyan ini kalau enggak salah saya.  
Perkara 65? 

 
40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [04:16]   
 

Hadir, Yang Mulia.  
 
41. KETUA: SALDI ISRA  [04:19]  
 

Perkara 155? 
 
42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 155/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MUHAJIR [04:19]  
 

Hadir, Yang Mulia.  
 
43. KETUA: SALDI ISRA  [04:20]  
 

Oke. Perkara 99?  
 
44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [04:20] 
 



6 
 

 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 
45. KETUA: SALDI ISRA  [04:21]  
 

Oke. Perkara 188? 
 
46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MEHBOB  [04:23]  
 

Hadir, Yang Mulia.  
 
47. KETUA: SALDI ISRA  [04:27]   
 

Oke, 188 hadir.  
83? 

 
48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 83/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : ARDYAN 
[04:29]  

 
Dari Partai Nasdem, hadir, Yang Mulia.  

 
49. KETUA: SALDI ISRA  [04:31]  
 

Oke Nasdem lagi, ya.  
Bawaslu, silakan. Mumpung … diperkenalkan semua supaya tambah 

terkenal nih semua yang hadir.  
 
50. BAWASLU: PUADI  [04:44]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. 

 
51. KETUA: SALDI ISRA  [04:44]  
 

Waalaikumsalam.  
 
52. BAWASLU: PUADI  [04:44]  
 

Izin memperkenalkan diri, saya Puadi Anggota Bawaslu Republik 
Indonesia. Di sebelah kiri saya Dr. Bachtiar Baetal, Tenaga Ahli Bawaslu 
Republik Indonesia. Di sebelahnya, silakan berdiri, Bu Diana Ariyanti 
Anggota Bawaslu Jawa Tengah. Kemudian Nur Kholiq, Anggota Bawaslu 
Provinsi Jawa Tengah. Sudadi, Ketua Bawaslu Pemalang. Kemudian Imam 
Suhandi, Anggota Bawaslu Kudus. Hasanuddin, Anggota Bawaslu 
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Rembang. Kemudian Setyo Puji, Anggota Bawaslu Surakarta. Kemudian 
Lilik, Anggota Bawaslu Boyolali. Dan yang terakhir, Bayu Indra, plt Kabak 
Hukum Humas Datin Bawaslu Jawa Tengah.  

Demikian, Yang Mulia.  
 
53. KETUA: SALDI ISRA  [05:51]  
 

Oke, terima kasih.  
Sebelum Pemohon menyampaikan permohonannya, ada beberapa 

hal yang perlu disampaikan. Pertama, kalau dalam permohonan-
permohonan yang ada di … apa ... di Jawa Tengah ini, ada PPP baik 
sebagai Pemohon maupun Pihak Terkait. Ini perlu dijelaskan. RPH sudah 
memutuskan Yang Mulia Pak Arsul Sani tetap ikut sidang. Proses 
persidangan tetap ikut, tapi Beliau tidak akan mempergunakan hak untuk 
memutus perkara yang terkait dengan PPP. Apakah PPP sebagai pemohon 
ataupun PPP sebagai pihak terkait.  

Mengapa Beliau tetap harus ikut? Karena ini menyangkut kuorum 
sidang. Sebab, kalau ada yang kurang satu enggak bisa ini sidang di Panel 
II ini diselenggarakan. Jadi, itu hasil RPH disampaikan supaya klir, tidak 
ada lagi perdebatan soal ini. Nanti yang menyangkut itu, Beliau tidak akan 
ikut memutus bahkan untuk permohonan-permohonan atau pihak terkait 
yang ada PPP-nya, Beliau juga tidak akan ikut merespons permohonan 
atau terkait dengan perkara-perkara yang diajukan itu. Jadi, itu yang 
pertama. 

Yang kedua. Ini karena ada beberapa permohonan, masing-masing 
permohonan itu dapat waktu untuk menyampaikan permohonannya 
maksimal 10 menit, kecuali kalau satu permohonan itu dapilnya lebih dari 
satu. Kalau dapilnya dua bisa maksimal 20 menit, kalau dapilnya tiga bisa 
maksimal 30 menit, kalau dapilnya empat bisa maksimal 40 menit.  

Oke, ya? Tolong itu dipahami.  
Dan silakan, yang pertama, kita mohon kesediaan untuk Jawa 

Tengah, ya, Perkara Nomor 83. Jadi, ini bisa tidak berurutan karena ... 
apa namanya ... ada kedekatan-kedekatan tertentu dari permohonan-
permohonan ini sehingga itu itu bisa ... bisa dipertautkan oleh Panitera 
Pengganti di belakang ini. Silakan.  

 
54. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [08:10]  
 

 Assalamualaikum wr. wb. 
 
55. KETUA: SALDI ISRA [08:12]  
 

 Waalaikumsalam wr. wb.  
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56. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: RA SHANTI DEWI [08:17]  

 
 Perkenalkan, nama saya RA Shanti Dewi Muliara Harjani dari 

Partai Amanat Nasional. Kami langsung saja, Yang Mulia, Ke pokok 
permohonan, ya, Yang Mulia.  

 
57. KETUA: SALDI ISRA [08:23]  
 

 Ya, silakan.  
 
58. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [08:23]  
 

 Ya. 
 
59. KETUA: SALDI ISRA [08:23]  
 

 Langsung pokok permohonan.  
 
60. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [08:27]  
 

 Bahwa total perolehan suara partai politik dan suara calon pada 
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10, 
Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut … kami langsung saja, PKS= 
122.066, kursi ke 7. Sementara, PAN= 121.128.  

 
61. KETUA: SALDI ISRA [08:54]  
 

 Oke. Jadi, ini kursi terakhir, ya?  
 
62. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [08:54]  
 

 Ya, Yang Mulia.  
 
63. KETUA: SALDI ISRA [08:55]  
 

 Yang diperebutkan. Silakan lanjut.  
 
64. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [09:25]  
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 Berdasarkan ... berdasarkan tabel 1 di atas, maka selisih suara 
antara Pemohon dengan Partai PKS yang berpengaruh pada perolehan 
kursi ke 7 DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 adalah sebanyak 938 suara.  

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas akan 
memperoleh hasil perolehan suara, apabila dilakukan pemungutan suara 
ulang di 10 TPS yang bermasalah di Dapil Jawa Tengah 10.  

 Izin, Yang Mulia. 
 
65. KETUA: SALDI ISRA [09:32]  
 

 Ya? 
 
66. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [09:25]  
 

 Apakah kami masih boleh memasukkan TPS lain?  
 
67. KETUA: SALDI ISRA [09:32]  
 

Kalau menurut ketentuannya tidak boleh lagi. Jadi, tidak ada lagi 
renvoi penambahan/pengurangan karena kan sudah dikasih waktu untuk 
memperbaiki permohonan. Kalau yang boleh diubah itu sedikit saja, salah 
nulis nama. Tadi saya contohkan pagi, kalau misalnya, Arsul tertulis Asrul. 
Nah, masih boleh diubah, tapi kalau soal angka, ini, dan segala macamnya 
sudah tidak boleh lagi. Tapi, kalau mau menyebutkan, silakan, nanti akan 
direspons oleh Termohon dan kami yang akan mempertimbangkannya. 
Silakan.  

 
68. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [10:05]  
 

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Daftar TPS yang bermasalah di Dapil Jateng 10. Satu, Kecamatan 

Petarukan, Desa Kendaldoyong TPS 023. Permasalahannya adalah 
terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP-El dan memasuk ... dan 
dimasukkan ke dalam pemilih DPK. Padahal, KTP-El yang bersangkutan 
merupakan KTP-El di luar Kota Jawa Barat dan diberikan 5 surat suara. 
Jumlah DPT adalah 271.  

 
69. KETUA: SALDI ISRA [10:38]  
 

 Oke, lanjut.  
 
70. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [10:41]  
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 Izin, Yang Mulia. Untuk TPS 05 kami mencabut.  

 
71. KETUA: SALDI ISRA [10:51]  

 
 Oh. Ini dicabut, ya? 

  
72. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13: RA SHANTI DEWI 

[10:51]  
 

 Tapi, nanti akan ada penambahan.  
 
73. KETUA: SALDI ISRA [10:51]  
 

 Oh, ya. 
 
74. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [10:54]  
 

 Apakah boleh, Yang Mulia?  
 
75. KETUA: SALDI ISRA [10:55]  
 

 Tapi sudah saya sampaikan clue-nya tadi.  
 
76. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [10:58]  
 

 Ya, kalau ... tapi saya tetap izin diperbolehkan untuk 
membacakan, ya, Yang Mulia?  

 
77. KETUA: SALDI ISRA [11:01]  
 

 Ya, kalau membacakan ndak dilarang. Nanti, honornya Kuasa 
Hukum jadi dikurangi part-nya, susah. 

 
78. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [11:07]  
 

 Siap, Yang Mulia. 
 
79. KETUA: SALDI ISRA [11:07]  
 

 Silakan.  
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80. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: RA SHANTI DEWI [11:08]  

 
 Oke. Untuk Kecamatan Petarukan, Desa Temuireng, TPS 004 

terdapat pemilih yang menggunakan ... menggunakan KTP-El dan 
dimasukkan ke dalam pemilih DPK, padahal KTP-El yang bersangkutan 
merupakan KTP-El luar kota dan diberikan 5 surat suara. 

 
81. KETUA: SALDI ISRA [11:24]  
 

 Oke.  
 
82. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [11:31]  
 

 Jumlah DPT 256.  
 
83. KETUA: SALDI ISRA [11:34]  
 

 Ini luar kota atau luar provinsi, Ibu?  
 
84. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [11:35]  
 

 Luar kota.  
 
85. KETUA: SALDI ISRA [11:36]  
 

 Oke, silakan.  
 
86. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [11:40]  
 

 Kemudian, Karangasem 006 juga kami tidak memasukkan. 
 
87. KETUA: SALDI ISRA [11:47]  
 

 Oke, terus.  
 
88. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [11:49]  
 

 Kemudian, Kabupaten Pemalang Kecamatan Kendalrejo TPS 008, 
terdapat pemilih DPTb sebanyak 2 orang, padahal yang bersangkutan 
tidak terdaftar pada Model A Daftar Pemilih Pindahan.  
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89. KETUA: SALDI ISRA  [12:00]  
 

Oke.  
 
90. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [12:00]  
 

Jumlah DPT=249.  
Kemudian Kendalsari 009 tidak kami masukkan. 036 juga tidak kami 

masukkan.  
Kami menambahkan TPS Kabupaten Pemalang, Kecamatan 

Petarukan, Desa Temuireng, TPS Nomor 4. Ada pemilih yang mencoblos 
memakai KTP pemilih DPK, tetapi KTP luar kota dan diberikan 5 surat 
suara.  

 
91. KETUA: SALDI ISRA  [12:25]  
 

Oke. Ada lagi?  
 
92. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [12:26]  
 

Kemudian Kabupaten Comal, Desa/Kecamatan Susukan, TPS 002 
terdapat pemilih ber-KTP-El di luar daerah, Jakarta Barat, tidak mengurus 
pindah memilih, tetapi diberikan 5 surat suara. Kemudian PPS ... PPS-nya 
dibuatkan pindah pemilih, serta terdapat pemilih ber-KTP-El luar daerah, 
Jakarta Selatan, tidak mengurus pindah memilih, tapi diberikan 5 surat 
suara. Kemudian dimasukkan di pemilih DPK, padahal tidak sesuai 
ketentuan pemilih DPK.  

 
93. KETUA: SALDI ISRA [13:10]  
 

Oke.  
 
94. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [13:10]  
 

Kemudian ada tambahan Kabupaten Pemalang, Kecamatan Comal, 
Kelur ... Desa Susukan, sama TPS 2 (...) 

 
95. KETUA: SALDI ISRA [13:31]  
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Tapi sudah tadi kan 002 (...) 
 
96. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [13:31]  
 

Sudah, sudah (...) 
 
97. KETUA: SALDI ISRA [13:31]  
 

002 Susukan sudah disebut (...)  
 
98. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI  [13:35]  
 

Sudah, Yang Mulia. Mohon maaf.  
Kabupaten/Kota Pemalang, Kecamatan Belik, Desa Badak, TPS 32 

terdapat pemilih DPTb di TPS 32 Desa Badak sebanyak 3 orang. 2 pemilih 
laki dan 1 orang perempuan, padahal di rekap DPTb Desa Badak, TPS 32 
hanya 1 orang pemilih laki-laki.  

 
99. KETUA: SALDI ISRA [13:51]  
 

Oke. Terus ada lagi?  
 
100. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [13:51]   
 

Kemudian ada tambahan lagi, Yang Mulia.  
 
101. KETUA: SALDI ISRA [13:53]  
 

Ya. 
 
102. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [13:54]   
 

Di Kabupaten Pemalang, Kecamatan Ampelgading, Desa Jatirejo, 
TPS 3 terdapat pemilih DPTb di TPS 3 Desa Jatirejo sebanyak 1 orang laki-
laki, padahal di rekap DPTb Desa Jatirejo, TPS 3 tidak ada pemilih DPTb. 

Kemudian Kabupaten Pemalang, Desa ... Kecamatan Ampelgading, 
Desa Kebagusan, TPS 1 terdapat pemilih DPTb di TPS 1 Desa Kebagusan 
sebanyak 9 orang perempuan, padahal di rekap DPTB Desa Kebagusan 
TPS 1 hanya ada 8 pemilih perempuan.  

Kemudian di desa … Kabupaten Pemalang, Kecamatan Ampelgading, 
Kelurahan Losari, TPS 6 terdapat pemilih DPTb di TPS 1 Desa Lorasi ... 
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Losari sebanyak 1 orang perempuan, padahal di rekap DPTb Desa Losari 
TPS 6 tidak ada pemilih DPTb. Kemudian (...)  

 
103. KETUA: SALDI ISRA [14:58]  
 

Banyak, ya?  
 
104. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [14:58]  
 

Ada tiga lagi, Yang Mulia.  
 
105. KETUA: SALDI ISRA [14:58]  
 

Oke. Nanti diserahkan Kepaniteraan saja, ya.  
 
106. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [14:58]  
 

Siap, Yang Mulia.  
 

107. KETUA: SALDI ISRA [15:59]  
 

Ya, itu. Jadi, ini dikurang 2 ditambahnya 13, rupanya.  
 
108. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [15:12]  
 

Ya, Yang Mulia.  
 
109. KETUA: SALDI ISRA [15:12]  
 

Oke. Silakan dilanjutkan.  
 
110. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [15:12]   
 

Bahwa terdapat ... dalam tabel terdap ... tabel tersebut di atas 
terdapat persoalan yang seharusnya dilakukan PSU, pemungutan suara 
ulang, sebanyak 13 TPS di Dapil Jateng 10 dengan DPT sebanyak 2.055 
sehingga akan mempengaruhi hasil perolehan suara terutama kursi ke-7.  

Bahwa ada pun alasan Pemohon, PSU di TPS tersebut sebagaimana 
tabel di atas diuraikan sebagai berikut bahwa pada TPS (...)  

 
111. KETUA: SALDI ISRA [15:39]  
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Alasan-asalannya tidak usah saja, Bu, ya. 

 
112. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [15:39]   
 

Alasan tidak usah, Yang Mulia.  
 
113. KETUA: SALDI ISRA [15:39]  
 

Ya, yang lain. Lanjut!  
 
114. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [15:41]   
 

Langsung ke (…)  
 
115. KETUA: SALDI ISRA [12:41]  
 

Ke mana? Ke petitum saja? 
 

116. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: RA SHANTI DEWI [16:00]  

 
Ke petitum saja, Yang Mulia, ya?  

 
117. KETUA: SALDI ISRA [16:01]  
 

Oh, ya. Dari pada rumit-rumit kita langsung Petitum saja lah. 
Silakan. 

 
118. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [16:05]  
 

 Siap, Yang Mulia.  
 
119. KETUA: SALDI ISRA [16:05] 
 

 Ya.   
 
120. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [16:06]    
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Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, 
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan, sebagai berikut:  

1. Mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor … 

Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 
2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara 
Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 
sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 Provinsi Jawa 
Tengah.  

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 
melakukan pemungutan suara PSU di TPS sebagaimana yang 
tadi saya sebutkan.  

 
121. KETUA: SALDI ISRA [16:46]  
 

Oke.  
 
122. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [16:48]  
 

Kemudian  
4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 

melaksanakan putusan ini.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 

seadil-adilnya. Terima kasih. Tim Kuasa Hukum Pemohon Partai Amanat 
Nasional.  

 
123. KETUA: SALDI ISRA [17:02]  
 

Terima kasih sudah menyampaikan permohonan. Tadi ada beberapa 
perbaikan, tapi diberitahu kepada Termohon dan Pihak Terkait nanti yang 
direspons yang apa … yang ada ditertulisnya saja. Ya? Karena begitu 
ketentuannya begitu.  

Jadi, nanti soal kami mau … apa mempertimbangkan yang mereka 
sampaikan tambahan itu nanti jadi urusan Mahkamah nanti. Paham, ya? 
Itu.  

Cukup, ya?  
 
124. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [17:31]  
 

Ya. Terima kasih banyak, Yang Mulia.  
 
125. KETUA: SALDI ISRA [17:32]  
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Terima kasih, untuk Jawa Tengah, 83.  
Selanjutnya, Jawa Tengah, 99.  

 
126. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY 
HIMAWAN [17:51]  

 
Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita 

semua.  
 
127. KETUA: SALDI ISRA [17:58]  
 

Silakan.  
 
128. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [17:59]  

 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
dan seterusnya dan seterusnya.  

Atas nama Partai Demokrat diwakili oleh H. Agus Harimurti 
Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. 
Serta H. Teuku Riefky Harsya sebagai Sekjen Dewan Pimpinan Pusat 
Partai Demokrat. Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk 
pengisian calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan 5 DPR RI.  

Mohon maaf, Yang Mulia. Mungkin, kami izin untuk me-renvoi untuk 
yang DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota karena ini hanya mengenai 
DPR RI di Dapil Jawa Tengah 5, Yang Mulia.  

 
129. KETUA: SALDI ISRA [19:06]  
 

Oke. Ini kan cuma 1 dapil, ya? Untuk DPR RI, ya? 
 
130. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [19:11]  

 
Baik, Yang Mulia.  

 
131. KETUA: SALDI ISRA [19:12]  
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Oke. Silakan.  
 
132. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [19:14]  

 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 (…)  

 
133. KETUA: SALDI ISRA [19:18]  
 

Itu enggak usah dibacakan.  
 
134. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [19:19]  

 
Baik.  

 
135. KETUA: SALDI ISRA [19:21]  
 

Langsung ke pokok permohonan.  
 
136. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [19:25]    

 
Baik. Sebelumnya, juga ada perbaikan … maaf. Renvoi, Yang Mulia.  

 
137. KETUA: SALDI ISRA [19:31]  
  

Renvoi apa?  
 
138. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [19:32]  

 
Mengenai judulnya. Dalam hal ini mengenai Provinsi Aceh-nya 

diganti dengan Jawa Tengah, Yang Mulia.  
 
139. KETUA: SALDI ISRA [19:42]  
 

Di halaman berapa itu?  
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140. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [19:44]  

 
Di halaman 3.  

 
141. KETUA: SALDI ISRA [19:44]  
 

Halaman 3? Kita lihat dulu.  
 
142. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [19:49] 

 
Di bawah identitas Termohon, Yang Mulia.  

 
143. KETUA: SALDI ISRA [19:52]  
 

Di bawah identitas Pemohon. Ini repotnya kalau banyak dapat 
permohonan ini, jadi ... halaman tiga ada Aceh-nya, ya?  

 
144. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [20:07]  

 
Siap, Yang Mulia. 

 
145. KETUA: SALDI ISRA [20:08]  
 

Oh, ya. Oke, nanti kita pertimbangkan, ya.  
 
146. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [20:14]  

 
Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
147. KETUA: SALDI ISRA [20:14]  
 

Oke, lanjut.  
 
148. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [20:15] 

 



20 
 

 
 

Untuk kewenangan, kedudukan, dan tenggang waktu kami anggap 
sudah dibacakan.  

 
149. KETUA: SALDI ISRA [20:21]  
 

Ya.   
 
150. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [20:22] 

 
Dan langsung pada pokok permohonan.  

 
151. KETUA: SALDI ISRA [20:23]  
 

Silakan.  
 
152. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [20:24]  

 
Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada 

perolehan kursi Anggota DPR RI Pemilihan Jawa Tengah 5, Partai Politik 
Partai Demokrat, sebagai berikut. Dengan persandingan perolehan suara 
menurut Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Dapil Jawa 
Tengah 5 untuk keanggotaan Anggota DPR RI.  

 
153. KETUA: SALDI ISRA [20:47] 
 

Oke, enggak usah dibacakan angkanya ya, terlalu kecil-kecil dan 
banyak juga angkanya ini. 

 
154. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [20:50]  

 
Baik.  

 
155. KETUA: SALDI ISRA [20:51] 
 

Banyak juga, angkanya ini.  
 
156. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [20:52]  
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Tabel sudah kami anggap dibacakan, Yang Mulia. 

 
157. KETUA: SALDI ISRA [20:54] 
 

Ya.  
 
158. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [20:55]  

 
Yang pada pokoknya, pada tabel tersebut adalah PKB menurut 

Pemohon adalah 56.945 suara dan menurut Termohon adalah 57.006 
suara yang memiliki selisih penambahan 61 suara. Sedangkan, untuk 
Partai Demokrat menurut Pemohon= 31.514 suara, menurut Termohon= 
31.429 suara. Selisih pengurangan 85 suara.  

Bahwa pengurangan suara untuk Pemohon Partai Demokrat 
sebanyak 85 suara terjadi pada kecamatan dalam wilayah Kabupaten 
Klaten yang antara lain, sebagai berikut:  

• Kecamatan Klaten Tengah, Kelurahan Bareng di TPS 09 
sebanyak 4 suara.  

• Kecamatan Klaten Tengah, Kelurahan Jomboran di TPS 09, 
sebanyak 15 suara.  

 
159. KETUA: SALDI ISRA [21:50] 
 

Pelan-pelan, Pak! Oke.  
 

160. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [21:52]  

 
• Kecamatan Klaten, Kelurahan Klaten di TPS 13 sebanyak 29 

suara.  
• Kecamatan Klaten Tengah, Kelurahan Gumulan di TPS 16 

sebanyak 2 suara.  
 
161. KETUA: SALDI ISRA [22:02] 
 

Oke.  
 
162. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [22:03]  
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Kecamatan Manisrenggo, Kelurahan Taskombang di TPS … di TPS 
(…) 

 
163. KETUA: SALDI ISRA [22:16]  
 

Coba, ya. Saya … saya ulangi ini. Ini pertama pengurangan suara 
Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, di Kelurahan Bareng, betul?  

 
164. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [22:23]  

 
Ya.  

 
165. KETUA: SALDI ISRA [22:22]  
 

Poin tiga itu, TPS 09, 4 suara, betul?  
 

166. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [22:26]  

 
Betul. 

 
167. KETUA: SALDI ISRA [22:27]  
 

Kemudian, pengurangan suara tersebut karena rekapan Salinan C-1 
dengan hasil 10 suara, sedangkan didalam hasil Plano D sebanyak 6 
suara.  

 
168. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN: JIMMY HIMAWAN [22:38] 

 
Ya. Betul, Yang Mulia.  

 
169. KETUA: SALDI ISRA [22:39]  
 

Oke. Terus yang nomor 4, Klaten Tengah lagi?  
 
170. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [22:40]  
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Kecamatan Klaten Tengah, Kelurahan Jomboran di TPS 09 sebanyak 
15 suara.  

 
171. KETUA: SALDI ISRA [22:49]  
 

Ya, oke.  
 
172. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [22:51]  

 
Pengurangan suara berdasarkan rekapan C-1 dengan hasil 31 suara, 

sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 16 suara.  
 
173. KETUA: SALDI ISRA [23:01]  
 

Oke, terus?  
 
174. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [23:04]  

 
Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, 

Kelurahan Klaten di TPS 13 sebanyak 29 suara.  
 
175. KETUA: SALDI ISRA [23:12] 
 

Oke.  
 
176. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [23:12]  

 
Pengurangan suara tersebut karena rekapan Salinan C-1 dengan 

hasil 60 suara, sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 31 suara.  
 

177. KETUA: SALDI ISRA [23:23] 
 

Oke.  
 
178. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [23:24]  
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Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, terdapat 
pada Kelurahan Gumulan TPS 16 sebanyak 2 suara.  

 
179. KETUA: SALDI ISRA [23:33]  
 

Oke, terus?  
 
180. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN: JIMMY HIMAWAN [23:36]  

 
Dan selanjutnya, selanjutnya, dan (…) 

 
181. KETUA: SALDI ISRA [23:39]  
 

Itu semuanya terjadi di rekap kecamatan, ya?  
 
182. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [23:42] 

 
 Ya, Yang Mulia. 

 
183. KETUA: SALDI ISRA [23:43] 
 

Itu di sana saksi Anda tanda tangan enggak ketika rekap kecamatan?  
 
184. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [23:48]  

 
Saksi tidak tanda tangan, Yang Mulia.  

 
185. KETUA: SALDI ISRA [23:51]  
 

Tidak, ya? Nanti kita cek, ya, ada/tidaknya. Tapi, semua bukti-bukti 
ini diserahkan ke kita, ya, bisa kita cek nantinya.  

 
186. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [23:58]  

 
Sudah kami serahkan, Yang Mulia… 

 
187. KETUA: SALDI ISRA [23:59] 
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Lanjut.  

 
188. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [24:02]  

 
Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Manisrenggo terdapat 

pada Kelurahan Taskombang TPS 08 sebanyak 8 suara.  
 

189. KETUA: SALDI ISRA [24:10]  
 

Oke.   
 

190. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [24:14]  

 
• Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Wedi terdapat pada 

Kelurahan Brangkal di TPS 02 sebanyak 6 suara.  
• Pengurangan suara Pemohon, di Kecamatan Ngawen terdapat 

pada Kelurahan Ngawen di TPS 11 sebanyak 1 suara.  
• Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada 

Kecamatan Tulung, pada Kelurahan Mundu, TPS 11 dengan 
penambahan suara sebanyak 4 suara.  

• Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa pada 
Kecamatan Karangnongko, pada Kelurahan Gemampir, TPS 07 
dengan penambahan suara sebanyak 11 suara.  

• Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada 
Kecamatan Klaten Utara, Kelurahan Bareng Lor, TPS 10 dengan 
penambahan suara sebanyak 15 suara.  

• Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada 
Kecamatan Cawas, Kelurahan Balak, TPS 04 dengan penambahan 
suara sebanyak 2 suara.  

• Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada 
Kecamatan Delanggu, Kelurahan Kepanjen, TPS 8 dengan 
penambahan 2 suara.  

• Penambahan suara, dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada 
Kecamatan Jogonalan, pada Kelurahan Kraguman TPS 8 dengan 
penambahan 1 suara.  

• Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada 
Kecamatan Karangdowo, Kelurahan Karangwungu TPS 1 dengan 
penambahan 1 suara.  
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• Penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa pada 
Kecamatan Pedan, Kelurahan Jatimulyo, TPS 3 dengan 
penambahan suara= 5 suara.  

• Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada 
Kecamatan Wonosari, pada Kelurahan Duwet TPS 07 dengan 
penambahan 2 suara.  

• Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada 
Kecamatan Trucuk, Kelurahan Pundungsari TPS 07 dengan 
penambahan 2 suara.  

Lanjut, kepada Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana 
tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi.  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 

Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang perolehan suara Partai 
PKB daerah pemilihan, sebagai berikut:  

a. Dapil Jateng 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPR atas 
nama Dwi Purwanto.  

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut 
Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI di Daerah 
Pemilihan Jawa Tengah, sebagai berikut: Perolehan suara 
Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI … Dapil 5. 
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar, 
menurut Partai Politik Pemohon sesuai dengan posita 
permohonan di atas. Perolehan Suara Pemohon untuk 
pengisian keanggotaan DPR, Partai Kembangkitan Bangsa= 
132.890, Partai Demokrat= 130.539, dan selanjutnya, tabel 
dianggap sudah dibacakan. 

 
 

191. KETUA: SALDI ISRA [24:46]  
 

Ya.  
 
192. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [24:46]  

 
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 

melaksanakan putusan ini.  
atau apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia (…) 
 

193. KETUA: SALDI ISRA [24:47]  
 

Berpendapat lain? 
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194. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [24:49]  

 
Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, 

Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.   
 
195. KETUA: SALDI ISRA [27:51]  
 

Terima kasih. Ini, untuk klarifikasi saja, ya. Jadi, nanti kalau 
suaranya itu terbukti, itu di berikan kepada Dwi Purwanto, ya?  

 
196. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [28:00]  

 
Ya, seperti itu, Yang Mulia, di permohonan 

 
197. KETUA: SALDI ISRA [28:01] 
 

Ya. Ya, di sininya kan begitu, ya? 
 
198. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [28:02] 

 
 Siap. 

 
199. KETUA: SALDI ISRA [28:03] 
 

Oke, terima kasih. Ya, silakan, Yang Mulia, Pak Arsul. 
 
200. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:08] 
 

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua. 
Ini saya balik dulu ya, ini soal house keeping, nih. Pertama yang 

Perkara 83, ya, DPR RI Dapil Jateng 10. Ini pertama di Surat Kuasa belum 
ada tanda tangan kuasa hukum nih ya, atas nama Nur fadly Danial. 
Kemudian, Mbak Shanti Dewi juga di Surat Kuasa dan di permohonan ini 
tanda tangannya berbeda ini nanti harus di klarifikasi, ya, sama. 

Kemudian Nomor 99 juga, ini banyak sekali nih di Surat Kuasa ini 
belum ada tanda tangan Kuasa Hukum nih, atas nama Dormauli Silalahi, 
Yandri Sudarso, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, dan lain … dan kawan-
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kawan. Itu hampir semuanya. Nanti gak jelas ini kuasa hukumnya siapa 
kalau … apa … belum ditandatangani. 

Kemudian Kuasa Hukum atas nama Gracia Rumia Sarah ini belum 
ada KTA-nya. Atas nama Renville Antonio ini KTA-nya terpotong di 
expired-nya. Jadi, enggak jelas ini usul ... apa … masih berlaku atau ndak. 
Ini mohon nanti Bapak/Ibu sekalian sebagai Kuasa Hukum agar dirapihkan 
dengan Kepaniteraan MK. Terima kasih. 

 
201. KETUA: SALDI ISRA [29:36] 
 

Terima kasih. Nanti kalau ndak tanda tangan, bermasalah nanti 
pembayaran … apanya … fee-nya. 

Kita lanjut sekarang Nomor 155, Kuasa 155 ada di depan? Masih 
yang sama? Silakan. 

 
202. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [29:54] 

 
Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, karena 

pengantarnya sama (…) 
 
203. KETUA: SALDI ISRA [30:07] 
 

 Ya. 
 
204. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [30:07] 

 
Kami anggap sudah dibacakan. 

 
205. KETUA: SALDI ISRA [30:10] 
 

Oke. 
 
206. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [30:12] 

 
Kami langsung kepada pokok permasalahan. 

 
207. KETUA: SALDI ISRA [30:16] 
 

Langsung kepada pokok permohonan, silakan. 
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208. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [30:25] 

 
Pemohon perseorangan menyandingkan dan menjelaskan perbedaan 

penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, disertai 
dengan alat bukti hanya pada Dapil 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari, 
TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dan Desa 
Kedungsari, TPS 39. Serta, Desa Rahtawu TPS 14, 15, 16 yang 
dimohonkan secara lengkap dalam tabel yang kami anggap sudah 
dibacakan. 

 
209. KETUA: SALDI ISRA [31:06] 
 

 Ini tabel untuk perseorangan, ya? 
 
210. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [31:08] 

 
Baik, Yang Mulia. 

 
211. KETUA: SALDI ISRA [31:09] 
 

Oke. 
 
212. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [31:10] 

 
Dan untuk menjelaskan pada tabel tersebut, ada poin untuk 

perolehan suara terhadap pencoblosan Partai Demokrat menurut 
Pemohon ada terdapat selisih 92, sedangkan untuk atas nama Sumarjono 
juga memiliki selisih 92. 

Menurut Pemohon perseorangan selisih perolehan suara di atas 
disebabkan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon 
untuk Partai Demokrat di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
sebagaimana yang disebutkan pada poin di atas. 

kemudian Desa Kedungsari, TPS 39. Dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 
16 sebagaimana di dalam tabel khusus untuk Desa Gondosari yang 
dianggap oleh Pemohon terjadi penambahan untuk suara Partai Demokrat 
sebesar 54 suara. 

 
213. KETUA: SALDI ISRA [32:17]  
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Ini yang bertambah suara Partai Demokrat atau suara perorangan 

dalam Partai Demokrat yang bertambah? 
 
214. KUASA HUKUM PEMOHON 99/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 

155/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024`: JIMMY HIMAWAN [32:24]  
 

Suara khusus untuk pencoblosan terhadap Partai Demokrat-nya, 
Yang Mulia. 

 
215. KETUA: SALDI ISRA [32:31]  
 

Oke. Jadi, ini partai yang dicoblos bertambah, begitu? 
 
216. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [32:35] 

 
 Ya, Yang Mulia. 

 
217. KETUA: SALDI ISRA [32:35]  
 

Ini kan ada dua model pencoblosan ini, pencoblosan caleg. 
 
218. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [32:39]  

 
Ya. 

 
219. KETUA: SALDI ISRA [32:40]  
 

Dan pencoblosan partai?  
 
220. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [32:41]  

 
Baik. 

 
221. KETUA: SALDI ISRA [32:41]  
 

Terus? 
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222. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [32:43]  

 
Di dalam permohonan ini, Yang Mulia (...)  

 
223. KETUA: SALDI ISRA [32:44]  
 

Ya. 
 
224. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [32:45]  

 
Kami mendalilkan ada pencoblosan … situasi pencoblosan ganda 

terhadap (...)  
 
225. KETUA: SALDI ISRA [32:52]  
 

Ada yang mencoblos caleg, ada yang mencoblos partai. 
 
226. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [32:56]  

 
Nama, lambang partai. Partai dan ada coblos terhadap caleg, Yang 

Mulia. 
 
227. KETUA: SALDI ISRA [32:59]  
 

Ya.  
 
228. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [33:00]  

 
Seperti itu. 

 
229. KETUA: SALDI ISRA [33:01]  
 

Seharusnya, yang bermasalah seperti itu dimasukkan ke namanya 
Pak Sumarjono, begitu bukan? 
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230. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [33:09]  

 
Siap. 

 
231. KETUA: SALDI ISRA [33:10]  
 

Begitu, ya? 
 
232. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [33:10]  

 
Ya, Yang Mulia. 

 
233. KETUA: SALDI ISRA [33:11]  
 

Oke, lanjut. 
 
234. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [33:13]  

 
Baik. Bahwa di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 sebagaimana yang 

disebutkan di awal (...)  
 
235. KETUA: SALDI ISRA [33:22]  
 

Ya.  
 
236. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [33:23]  

 
Desa Gondosari, terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom 

nama calon dan kolom partai, namun kelompok penyelenggara 
pemungutan suara memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. 

 
237. KETUA: SALDI ISRA [33:35]  
 

Oke, saya ini klir, ya. Ini di permohonan Anda, di halaman 11 bahwa 
di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Betul? 
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238. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [33:51]  

 
Betul, Yang Mulia. 

 
239. KETUA: SALDI ISRA [33:52]  
 

Oke, itu enggak semuanya disebut tadi? 
 
240. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [33:52]  

 
 Ya.  

 
241. KETUA: SALDI ISRA [33:54]  
 

Terus?  
 
242. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [33:57]  

 
Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat di TPS 

tersebut, Desa Gondosari, dikarenakan perolehan suara untuk Partai 
Demokrat secara khusus tersebut berasal dari keputusan kelompok 
penyelenggara pemungutan suara ketika menjumpai kondisi ada dua 
tanda coblosan pada gambar caleg dan gambar partai sekaligus.  

 
243. KETUA: SALDI ISRA [34:05]  
 

Oke. 
 
244. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [34:06]  

 
Yang memberikan suara kepada partai.  
Bahwa keputusan KPPS tersebut telah bertentangan dengan 

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) Huruf b juncto 
ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, “Tanda coblos pada 
kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, 
atau nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat 
nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan 
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dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik 
yang mencalonkan.” Sehingga ketika kelompok penyelenggara pemutusan 
suara menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama 
calon sekaligus, maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama 
calon. 

 
245. KETUA: SALDI ISRA [35:04]  
 

Dalam hal ini, Pak Sumarjono? 
 
246. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [35:07]  

 
Siap, Yang Mulia. 

 
247. KETUA: SALDI ISRA [35:08]  
 

Terus? 
 
248. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN  [35:10] 

 
Bahwa keputusan kelompok penyelenggara pemungutan suara 

memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak 
tepat.  

Dan selanjutnya untuk Tabel Desa Rahtawu pada TPS 14, 15, 16 
dianggap sudah dibacakan. 

 
249. KETUA: SALDI ISRA [35:28]  
 

Ya. 
 
250. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [35:28]  

 
Dan pada pokoknya adalah terdapat penambahan suara Partai 

Demokrat sebanyak 24 suara. 
 
251. KETUA: SALDI ISRA [35:35]  
 

Oke.  
 



35 
 

 
 

252. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [35:36]  

 
Terhadap penjelasannya adalah sama seperti dengan kejadian di 

Desa Gondosari. 
 
253. KETUA: SALDI ISRA [35:45]  
 

Terus?  
 

254. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [35:48]  

 
Selanjutnya untuk penjelasannya dianggap sudah dibacakan, Yang 

Mulia, karena modusnya juga sama. 
 

255. KETUA: SALDI ISRA [35:54] 
 

Modusnya sama, ya. 
 
256. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [35:57]  

 
Kemudian, mengenai Tabel Desa Kedungsarit terdapat penambahan 

suara Partai Demokrat= 8 suara yang mana dalam penjelasan juga sama 
persis modusnya, Yang Mulia.  

 
257. KETUA: SALDI ISRA [36:02]  
 

 Oke.  
 
258. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [36:19]  

 
Kemudian Pemohon beranggapan hal itu menjadi sebuah 

pengurangan suara terhadap Pemohon di sepanjang Dapil Kudus 2, 
Kecamatan Gebog, di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39. Dan Desa Rahtawu, 
TPS 14, 15, 16 yang rincian perhitungannya sebagaimana tertera pada 
tabel Desa Gondosari.  
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259. KETUA: SALDI ISRA [36:53]  
 

Lanjut, kalau begitu modusnya sama, ya? Kita langsung ke Petitum 
saja.  

 
260. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [36:59]  

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
261. KETUA: SALDI ISRA [36:59]  
 

Karena semua yang berkait dengan permohon ini sudah pegang 
permohonannya, silakan. Petitum halaman 21. 

 
262. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [37:11]  

 
Petitum.  
Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon 

memohon kepada, Yang Mulia. Untuk menjatuhkan putusan, sebagai 
berikut:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 
2. membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam 
Pemilihan Umum tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan, sebagai 
berikut: 

a. Dapil Kudus 2 Kabupaten Kudus untuk pengisian calon 
anggota DPRD Kabupaten Kudus.  

b. TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 
19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.  

c. TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten 
Kudus.  

d. TPS 14, 15, 16, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, 
Kabupaten Kudus.  

3. Selanjutnya, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang di Kabupaten 
Kudus Daerah Pemilihan Kudus 2, Kecamatan Gebog dalam 21 TPS, 
yaitu:  
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a. Di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.  

b. Dan di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, 
Kabupaten Kudus.  

c. Serta, di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu, Kecamatan 
Gebog, Kabupaten Kudus.  

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk 
Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 
sepanjang di Daerah Pemilihan Kudus 2, Kabupaten Kudus, dari 
Partai Demokrat, sebagai berikut:  

Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Dapil Kudus 2, 
Partai Demokrat Untuk Sumarjono= 4.381. Dan untuk Partai 
Demokrat= 655. Selanjutnya, tabel dianggap sudah dibacakan.  

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 
putusan ini.  
Atau apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo 
et bono). Terima kasih, Yang Mulia.  

Assalamualaikum wr. wb. 
 
263. KETUA: SALDI ISRA [37:59]  
 

Waalaikumssalam wr. wb. Jadi ini isunya pemindahan suara parpol … 
orang ... perorangan caleg ke parpol, ya. Itu isu sentralnya. Tolong diingat 
itu nanti untuk diapa … penekanannya di sana.  

Sekarang kita lanjut Jawa Tengah berikutnya, 188. Silakan ke depan! 
Yang sudah lama jadi sopir, mohon apa dulu, berbesar hati pindah jadi 
penumpang biasa. Silakan. 

 
264. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [40:46]  

 
Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. 

 
265. KETUA: SALDI ISRA [40:30]  
 

Waalaikumsalam wr. wb.  
 
266. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [40:30]  

 
Nama saya Muhammad Mualimin, penerima kuasa dari Partai 

Demokrat atas nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti 
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Yudhoyono, dan Sekjen, Teuku Riefky Harsya, yang hari ini datang 
bersama rekan saya di belakang, yaitu Eddy Safri Sianipar, S. H.  

 
267. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [41:11]  

 
Yang mana itu, Pak Eddy itu? Ah, duduk ke depan, Pak! Masa satu 

aja sopir disuruh duduk ke depan itu? 
 
268. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [41:16]  

 
 Dan satunya lagi Nathaniel E. M. Hutagaol S. H., M. H.  

 
269. KETUA: SALDI ISRA [41:21]  
 

Nah, Anda ini kelebihan jatahnya, nih, sebetulnya jatahnya cuma dua 
orang. Nah, ini karena ... karena terlalu jujur ketahuan kesalahannya 
jadinya. Ini jatahnya cuma dua per permohonan, ya? 

 
270. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [41:36]  

 
Baik. Berarti rekan saya biar dampingi yang barusan Pemohon 

membacakan tadi, Yang Mulia.  
 
271. KETUA: SALDI ISRA [41:42]  
 

Oh.  
 
272. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [41:44]  

 
 Karena sama-sama satu partai. 

 
273. KETUA: SALDI ISRA [41:42]  
 

Silakan.  
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274. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [41:46]  

 
Baik. Permohonan PHPU Perseorangan atas nama Hj. Maryatin, S. 

Pd. Nomor Urut 1 untuk pengisian di DPRD Kabupaten Banyumas Dapil 
Banyumas 1. Karena untuk menyingkat waktu, Yang Mulia, saya bacakan 
pokok-pokoknya saja.  

 
275. KETUA: SALDI ISRA [42:01]  
 

Silakan.  
 
276. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [42:06]  

 
Bahwa terdapat selisih perolehan suara antara hasil perhitungan 

suara menurut Termohon dan menurut Pemohon untuk perolehan suara 
Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hj. Maryatin, S. Pd. dan Caleg Nomor 2 
Abdullah Arif Budiman, S.E. di daerah ... sepanjang Daerah Pemilihan 
Banyumas 1.  

Bahwa perolehan suara untuk Pemohon H. Maryatin … Hj. Maryatin, 
S. Pd. menurut Termohon adalah 4.023, sedangkan menurut Pemohon 
harusnya adalah 4.429 suara, selisihnya adalah 406 suara yang 
berkurang. Perolehan suara untuk Abdullah Arif Rahman S. E. menurut 
Termohon adalah 4.327, sedangkan menurut Pemohon harusnya hanya 
4.051 suara. Jadi, selisihnya adalah 276 suara yang bertambah untuk 
Caleg Nomor 2, Abdullah Arif Budiman S. E.  

 
277. KETUA: SALDI ISRA [43:10]  
 

 Oke. 
 
278. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [43:12]  

 
Bahwa adanya pengurangan terhadap suara Pemohon dan 

penambahan suara untuk Abdullah Arif Budiman S.E. diketahui dari 
perbedaan hasil C-1 dengan D.Hasil Plano.  

Bahwa berkurangnya suara Pemohon sebanyak 406 suara terjadi di 
beberapa TPS dalam 4 kecamatan yang datanya adalah sebagai berikut:  

1. Kecamatan Patikraja yang berada di pada Kelurahan Notog.  
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2. Kecamatan Purwokerto Barat pada Kelurahan Karanglewas Lor 
dan Pasir Kidul.  

3. Kecamatan Purwokerto Selatan pada Kelurahan 
Karangklesem, Karangpucung, dan Purwokerto Kulon.  

4. Kecamatan Purwokerto Timur pada kelurahan Arcawinangun, 
Purwokerto Lor, dan Purwokerto Wetan.  

Bahwa bertambahnya suara Abdullah Arif Budiman, S.E. sebanyak 
276 suara menurut Pemohon terjadi di beberapa TPS dalam 3 kecamatan 
antara lain adalah  

1. Kecamatan Purwokerto Selatan.  
2. Kecamatan Purwokerto Barat.  
3. Kecamatan Purwokerto Timur.  

Bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 406 suara dan 
penambahan suara untuk Abdullah Arif Budiman, S.E. sebanyak 276 suara 
dalam perolehan suara menurut Termohon menyebabkan Pemohon 
berada dalam peringkat kedua perolehan suara pada Pengisian 
Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas dari Daerah Pemilihan 
Banyumas 1 untuk periode 2024 - 2029.  

Bahwa pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh 
Termohon pada tingkat kecamatan sebagaimana yang telah Pemohon 
uraikan pada posita permohonan disertai bukti-bukti sebagaimana daftar 
alat bukti yang telah Pemohon ajukan dalam permohonan ini.  

Petitum.  
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon 

meminta dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
Putusan, sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Izin renvoi, Yang Mulia, untuk 2. Membatalkan Keputusan KPU 

Nomor 360 Tahun 2024. 
 
279. KETUA: SALDI ISRA  [45:25]   
 

Ya. Itu termasuk yang tidak boleh direnvoi, ya?  
 
280. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [45:37]  

 
Betul, Yang Mulia.  

 
281. KETUA: SALDI ISRA  [45:36]  
 

Ya. Itu seka ... sekadar Anda paham saja. 
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282. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [45:37]   

 
Baik, baik.  

 
283. KETUA: SALDI ISRA [45:41]  
 

Silakan. 
 
284. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [45:41]  

 
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon 

untuk Pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari 
Partai Demokrat, sebagai berikut.  

1. Nama calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Hj. Mariyatin, 
S.Pd. perolehan suara menurut Termohon= 4.023 suara, 
menurut Pemohon= 4.429 suara.  

2. Abdullah Arif Budiman, S.E. menurut Termohon= 4.327 
suara, menurut Pemohon= 4.051 suara.  

4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 

seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 
 
285. KETUA: SALDI ISRA [46:34] 
 

Terima kasih, sudah menyampaikan permohonan, ya, Kuasa Hukum 
untuk Perkara Nomor 188.  

Berikut … ya, silakan. Ada klarifikasi dari Yang Mulia Bapak Arsul 
Sani, dipersilakan. 

 
286. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:55]  
 

Ya, ini Kuasa Pemohon, ya? Tadi kalau saya dengarkan, Anda 
menyampaikan bahwa Anda ini Kuasa Hukumnya Partai Demokrat yang 
Surat Kuasanya ditandatangani oleh Pak Ketum, AHY, dan Pak Sekjen, 
Riefky Harsya, betul, ya?  

 
287. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [47:19]   

 
Betul 
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288. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:20]   
 

Ya. Tapi kalau saya baca ini, bunyi permohonan Anda, ya. Ini juga 
untuk Pihak Terkaitnya nanti, “Yang bertanda tangan dibawah ini kami, 
nama Hj. Maryatin, S.Pd. dan seterusnya, berdasarkan Surat Kuasa 
Khusus tertanggal…” Ini bagaimana menjelaskannya? Anda Surat 
Kuasanya dari partai, tapi yang bertindak jadi Pemohon, ya, kalau 
menurut permohonan Anda, ya, ini perorangan, begitu.  Perorangan, 
memang diperbolehkan, tetapi mendapatkan Surat Persetujuan atau 
rekomendasi. Jadi, partainya itu memberikan persetujuan atau 
rekomendasi bukan memberikan Surat Kuasa. Nah, gimana ini 
penjelasannya ini? Termasuk berlaku untuk Pihak Terkait juga, gitu loh, 
karena Surat Kuasanya dua-duanya dari partai. Jadi, partai memberikan 
kuasa kepada orang yang menjadi pemohon … atau untuk menjadi 
pemohon dan partai juga memberi apa … menjadi pihak terkait? Ini 
gimana? Jadi tabrakan dong, gitu. 

 
289. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [48:25]  

 
Baik, Yang Mulia. 

 
290. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:26]  
 

 Ya. Ya, penjelasannya gimana? 
 
291. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
MUHAMMAD MUALIMIN [48:27]  

 
Ini sebenarnya ingin kami perbaiki juga, cuma karena waktunya tidak 

cukup akhirnya, ya, seperti ini, Yang Mulia.  
 
292. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:36]   
 

Kan Anda sudah diberi kesempatan, ya, mengajukan permohonan 
kemudian juga diberi kesempatan 3 hari untuk melakukan perbaikan. 
Kenapa gak dipergunakan waktu 3 hari itu? Ini penting, ya, untuk teman-
teman advokat agar correctness, ya, sikap teliti, sikap correct itu penting, 
ya. 2014 saya yang dinasihati seperti ini ketika menjadi kuasa pemohon, 
ya. Jadi, sekarang ganti saya menasihati, terima kasih.  

 
293. KETUA: SALDI ISRA [49:05]  
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Terima kasih. Jadi, ini saling apa juga nih … saling berbagi 
pengalaman.  

Oke, terima kasih. Sekarang, kita masuk ke permohonan Nomor 33, 
ya? Kuasa Hukumnya. Silakan. Masih di depan, ya? Silakan.  

 
294. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [49:26]  
 

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Mohammad Harir, 
dan rekan saya Jahirin yang hadir persidangan pada hari ini. Mohon izin, 
untuk menyampaikan di pokok permohonan langsung.  

 
295. KETUA: SALDI ISRA [49:43]  
 

Silakan.  
 
296. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [49:45]  
 

Baik. Pokok permohonan.  
Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada 

perolehan kursi keanggotan DPR, DPRD provinsi atau DPRA, DPRD 
kabupaten/kota, DPRK di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.  

Poin 4.1. Persandingan perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan 
Bangsa untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Jawa Tengah 6, 
untuk tabel dianggap dibacakan. Langsung saja 1. (…) 

 
297. KETUA: SALDI ISRA [50:18]  
 

Ini kursi keberapa yang diperebutkan ini? 
 
298. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [50:25]  
 

Kursi terakhir, Yang Mulia.  
 
299. KETUA: SALDI ISRA [50:27]  
 

Ya. Semuanya kursi terakhir ini. Saya juga sambil nanya ini Anda 
paham enggak jumlah kursinya di situ? Silakan.  

 
300. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [50:37]  
 

Lanjut, pengurangan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.  
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• Bahwa pada Desa Cangreplor TPS 2 sebanyak 15 suara.  
• Bahwa pada Desa Cangreplor TPS 3, TPS 17 … sebanyak 17 

suara.  
• Untuk TPS 4 ini Desa Cangreplor semua, TPS 4 sebanyak 10 

suara.  
• TPS 6 sebanyak 2 suara.  
• TPS 7 sebanyak 14 suara.  
• TPS 8 sebanyak 10 suara.  

 
301. KETUA: SALDI ISRA [51:03]  
 

Ini suara PKB yang hilang, ya? 
 
302. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [51:05]  
 

Suara PKB yang hilang (…) 
 
303. KETUA: SALDI ISRA [51:07]  
 

Oke.  
 
304. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [51:07]  
 

Yaitu total 68. 
 
305. KETUA: SALDI ISRA [51:09]  
 

Oke, Lanjut.  
 
306. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [51:11]  
 

Untuk yang kedua, yaitu penambahan suara bagi partai politik lain 
(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) adalah PDIP. Mungkin dianggap 
dibacakan, ya, karena ini banyak dianggap dibacakan saja, Yang Mulia.  

Itu ada penambah … di PDIP ada penambahan 695 suara. Terus, 
untuk (…) 

 
307. KETUA: SALDI ISRA [51:33]  
 

Ini TPS-TPS yang Anda sebutkan dari halaman berapa di 
permohonan Anda ini? 1 sampai 100 … sebentar, sampai 279 TPS itu, ya?  
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308. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [51:51]   

 
Baik. 

 
309. KETUA: SALDI ISRA [51:52]  
 

Di permohonan ini. Ini semuanya yang bertambah suara PDIP saja 
atau ada partai lain?  

 
310. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [51:57]  
 

Suara PDIP saja.  
 
311. KETUA: SALDI ISRA [51:58]  
 

Jadi yang Anda (…) 
 
312. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [51:58]  
 

Untuk penambahannya. 
 

313. KETUA: SALDI ISRA [52:00]  
 

Di sini yang diceritakan PDIP saja?  
 
314. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [52:01] 
 

Ya.  
 
315. KETUA: SALDI ISRA [52:03]  
 

Oke. Silakan lanjut.  
 
316. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [52:03]  
 

Lanjut untuk selanjutnya, yaitu di perolehan suara Pemohon untuk 
pengisian Keanggotaan DPR Dapil Jawa Tengah 6.  

 
317. KETUA: SALDI ISRA [52:16]  
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Oke, ini Dapil Jawa Tengah 6, silakan.  
 
318. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [52:20]  
 

Maaf. Untuk selanjutnya, yaitu persandingan perolehan suara 
Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian Keanggotaan DPRD 
Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng 1.  

 
319. KETUA: SALDI ISRA [52:34]  
 

Oke. Jadi 2, ya? Dalam permohan Anda ini ada dua (…) 
 
320. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [52:37]  
 

Ya. DPR RI (…) 
 
321. KETUA: SALDI ISRA [52:38]  
 

Satu untuk DPR RI, satu untuk (…) 
 

322. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [52:40]  

 
Dapil Jateng 6. 

 
323. KETUA: SALDI ISRA [52:40]  
 

DPRD provinsi, silakan.  
 
324. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [52:46]  
 

Tabel dianggap dibacakan.  
Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan 

adanya. 
1. Pengurangan suara Pemohon, PKB, di TPS 41 Kelurahan 

Pudakpayung sebanyak 5 suara.  
2. TPS 10 Kelurahan Sembungharjo sebanyak 1 suara.  
3. TPS 25 Kelurahan Gemah sebanyak 22 suara.  
4. TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas sebanyak 1 suara.  
5. TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas sebanyak 3 suara.  
6. TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo sebanyak 10 suara. Dan  
7. TPS 29 Kelurahan Tandang sebanyak 6 suara.  



47 
 

 
 

Jadi pengurangan dari suara PKB itu ada se … ada 48 suara.  
Untuk selanjutnya, poin dua, yaitu penambahan suara bagi partai 

politik lain. Ya, ini Pihak Terkaitnya adalah Partai Golkar di TPS 15 
Kelurahan Ngesrep sebanyak 10 suara, TPN 18 … TPS 18 Kelurahan 
Ngesrep sebanyak 10 suara (…)  

 
325. KETUA: SALDI ISRA [53:49]  
 

Oke. Ini tabelnya, ya? Semua, sampai nomor 34? 
 
326. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [53:51]  
 

Ya, jadi dianggap dibacakan. 
 
327. KETUA: SALDI ISRA [53:54]  
 

Ya.  
 

328. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [53:55]  

 
Untuk selanjutnya. Poin satu. Bahwa dengan adanya temuan indikasi 

masalah, Pemohon dalam hal ini juga sudah membuat laporan keberatan 
atas rekapitulasi KPU Kota Semarang kepada Bawaslu Provinsi Jawa 
Tengah melalui Surat Nomor 4056 dan seterusnya, tertanggal 8 Maret 
Tahun 2024, di Bukti P-5 nanti.  

Untuk selanjutnya, yaitu poin dua. Yaitu bahwa Pemohon juga 
membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi 
hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 
saat rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Tengah tertanggal 9 Maret 2024.  

Untuk yang ketiga (…) 
 
329. KETUA: SALDI ISRA [54:42]  
 

Ini yang untuk apanya ini … apa … di Pleno provinsi ini untuk DPR RI 
atau untuk DPRD provinsi?  

 
330. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [54:48]  
 

DPR provinsi, keberatannya. 
 
331. KETUA: SALDI ISRA [54:51]  
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Oke.  
 
332. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [54:53]  
 

Bahwa mengenai laporan Pemohon atas keberatan rekapitulasi KPU 
Provinsi Jawa Tengah telah ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 
melalui Surat Nomor 53/ dan seterusnya tertanggal 14 Maret tahun 2024.  

 
333. KETUA: SALDI ISRA [55:04]  
 

Apa tanggapannya? 
 
334. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [55:06]  
 

Dilampirkan di bukti, Yang Mulia. 
 
335. KETUA: SALDI ISRA [55:08]  
  

Ya, apa? Anda ingat enggak? 
 
336. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [55:12]  
 

Tanggapannya dalam bentuk surat bahwasannya dari … dari laporan 
kita … aduan kita itu disuruh untuk datang langsung melaporkan secara 
fisik, prinsipal harus hadir. Kita kan untuk pengaduan laporannya itu kan 
dalam bentuk surat.  

 
337. KETUA: SALDI ISRA [55:33]  
 

Oke, biar nanti direspons oleh Bawaslu. Lanjut. 
 
338. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [55:46]  
 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di 
atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan keputusan yang amarnya 
berbunyi, sebagai berikut: 

1. Membatalkan keputusan Komisi Pemi (…)  
 
339. KETUA: SALDI ISRA [55:58]  
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“Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.” Terus?  
 
340. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [56:08]  
 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, untuk seluruhnya.  
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024.  

 
341. KETUA: SALDI ISRA [56:02]  
 

Terus?   
 
342. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [56:19]  
 

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon 
untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan seterusnya.  

4. Yaitu memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 

seadil-adilnya. Untuk Kuasa Hukum, dari atas nama MHD. Nova Abu Bakar 
mohon untuk dicoret.  

 
343. KETUA: SALDI ISRA [56:46]  
 

Kuasa hukum atas nama siapa?  
 
344. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [56:48]  
 

MHD. Nova Abu Bakar mohon untuk dikeluarkan/dicoret karena tidak 
ada tanda tangan dalam permohonan.  

 
345. KETUA: SALDI ISRA [56:56] 
 

Oke.  
 

346. KUASA HUKUM PEMOHON 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: MOHAMMAD HARIR [56:58]  

 
Baik, terima kasih. Kami dari PKB Jawa Tengah. Mungkin bisa 

dilanjutkan.  
 

347. KETUA: SALDI ISRA [57:06]  
 

Terima kasih.  
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Kita lanjut, sekarang Permohonan Nomor 44. 44? Silakan.  
 

348. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [57:40]  

 
Yang Mulia Majelis?  

 
349. KETUA: SALDI ISRA [57:41] 

 
Mas Gugum? 

 
350. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [57:42]  
 

Ya, Panel 2. Para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait. 
Assalamualaikum wr. wb.  

 
351. KETUA: SALDI ISRA [57:43] 

 
Walaikumussalam. 

 
352. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [57:44]  
 

Pemohon, Partai PPP, untuk Nomor 44. Dalam hal ini, mengajukan 
untuk 2 Dapil, Yang Mulia. Untuk anggota DPR RI pada Dapil Jawa Tengah 
3, Provinsi Jawa Tengah untuk kepentingan konversi PT 4%. Kemudian 
yang kedua, untuk anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten 
Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.  

Saya bacakan sebagian pokoknya saja.  
 
353. KETUA: SALDI ISRA [58:03]  
 

Silakan. 
 
354. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [58:11]  
 

Langsung ke halaman 6, Yang Mulia.  
Pokok permohonan. Pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3, 
Provinsi Jawa Tengah konversi PT 4%. Dalam hal ini, terjadi praktik 
pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada Daerah 
Pemilihan Jawa Tengah 3, Provinsi Jawa Tengah secara tidak sah kepada 
Partai Garuda.  



51 
 

 
 

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2004, 
perolehan suara Pemohon dianggap dibacakan.  

Pemohon mendapatkan selisih suara sebe … mendapatkan selisih 
suara sebesar 193.088 atau setara dengan persentase 0,13% untuk 
mengisi keperluan PT 4%.  

Selanjutnya. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan 
Partai Garuda terdapat perbedaan, antara versi penghitungan Termohon 
dengan versi perhitungan Pemohon, khususnya sebagaimana terlampir 
pada poin 19, Yang Mulia, Jawa Tengah 3 itu terdapat selisih sebesar 
6.075 suara diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon sehingga 
peralahan suara Partai Garuda yang semula sebesar 99 bertambah 
menjadi 6.174 suara.  

Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon yang semula 145.008, 
berkurang secara tidak sah menjadi 138.933 suara.  

Selanjunya, mengenai Dapil Rembang 2 akan dibacakan oleh rekan 
saya, Yang Mulia.  

 
355. KETUA: SALDI ISRA [59:51] 
 

Silakan.   
 
356. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [59:58] 
 

Izin, Yang Mulia?  
 
357. KETUA: SALDI ISRA [60:01] 
 

Ya. 
 
358. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [59:58] 
 

Pengisian calon Anggota DPRD pemilihan … Daerah Pemilihan 
Rembang 2 telah terjadi dugaan penggunaan surat suara yang tidak 
sesuai dengan ketentuan sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD 
Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Dapil Rembang 2.  

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi 
hasil pemilihan umum sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 360 tahun 2024 tentang (…) 

 
359. KETUA: SALDI ISRA [01:00:26] 
 

Dan seterusnya. Oke.  
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360. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:00:27] 

 
Dan seterusnya. 
Bahwa ada dugaan telah terjadi pelanggaran dan yang dilakukan 

oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemungutan suara di TPS 13 
Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Provinsi Jawa Tengah.  

Bahwa ada pemilih di luar Kabupaten Rembang, bernama Surakijo 
beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, RT 3/RW 6, Pati. Dengan 
Nomor NIK 3318110706780002 yang menggunakan hak pilih di TPS 13 
Desa Selopuro, Kabupaten … Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang 
pada kira-kira, jam 10.12 yang bersangkutan mendapatkan 5 surat suara, 
yaitu surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPR 
kabupaten, sementara tidak terdaftar sebagai di DPT, DPTb, maupun DPK 
di TPS 13 tersebut. 

Bahwa menurut pengakuan Surakijo, dia datang di TPS 13 membawa 
KTP dengan niat menggunakan hak pilihnya di kertas suara Presiden dan 
Wakil Presiden, tetapi oleh KPPS, Saudara Surakijo mengakui 
membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih kemudian 
diberikan oleh petugas KPPS 5 surat suara. Selanjutnya, Saudara Surakijo 
masuk ke bilik suara kemudian dimasukkan … dimasukkan ke kotak suara 
masing-masing. 

Bahwa Saudara Surakijo tidak dapat memilih di TPS 13 Desa 
Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sesuai ketentuan 
Keputusan KPU Nomor 066 Tahun 2024 BAB II tentang Pemungutan 
Suara di TPS pada bagian B. Pelaksanaan poin pemilih halaman 32 sampai 
dengan 35 dan 3 pelaksanaan pemberian suara halaman 30 … halaman 
40.  

Bahwa KPPS TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten 
Rembang tidak melakukan ketentuan keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 066 Tahun 2024 yang kami anggap dibacakan. 

 
361. KETUA: SALDI ISRA [01:02:40] 
 

Ya, terus? Ada lagi? 
 
362. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:02:48] 
 

Selanjutnya bahwa hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berikut sejumlah syarat dilaksanakan 
PSU yang saya bacakan tentang yang berkait dengan pemilih di luar 
daerah, yaitu pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik 
dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih ketambahan. 
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363. KETUA: SALDI ISRA [01:03:19] 
 

Oke. 
 
364. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:03:20] 
 

Sehubungan dengan itu bahwa pelanggaran dilakukan oleh 
penyelenggara mengakibatkan kelebihan penggunaan surat suara 
pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2 yang dan 
selanjutnya kesalahpenetapan rekapitulasi hasil pemilu di KPU di dapil 
tersebut. 

 
365. KETUA: SALDI ISRA [01:03:38] 
 

Lanjut. 
 
366. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:03:40] 
 

Pelaksanaan pemungutan suara ulang. Mempengaruhi perolehan 
suara di Dapil Rembang 2.  

Bahwa pelaksanaan PSU dapat mempengaruhi perolehan suara 
Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota 
DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan Rembang 2. Berdasarkan 
Berita Acara dan Sertitifikat Perhitungan perolehan suara partai politik dan 
calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Bukti P-5.  
Di tabel, ada perolehan suara dari 9 Partai. Mohon izin, kami bacakan.  

 
367. KETUA: SALDI ISRA [01:03:58] 
 

Ya. 
 
368. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:03:59] 
 

Urutan pertama kursi, Hanura, dengan perolehan suara 8.128. Kursi 
kedua, PKB dengan perolehan suara 7.778 suara. Di kursi ketiga, Partai 
Gerindra dengan perolehan suara 6.820. Di kursi keempat, PDIP dengan 
perolehan suara 5.779. Di kursi kelima, Partai Demokrat dengan perolehan 
suara 5.759. Dan di kursi terakhir, yaitu Partai Nasdem dengan perolehan 
suara 440 … 4.437. Dan Partai Persatuan Pembangunan di urutan ke-7 
dengan perolehan suara 4.414 dengan selisih suara antara Partai Nasdem 
dan Partai PPP= 23 suara.  
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Keterangan. Bahwa kuota kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang 
di Dapil 2 adalah 6 kursi. Selisih suara Nasdem dan kursi terakhir dengan 
PPP adalah 23 suara.  

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sudah berdasarkan Hukum, 
Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan 
pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 13 Desa Selopuro.  

Kami bacakan Petitum. 
 
369. KETUA: SALDI ISRA [01:05:40]  
 

Silakan.  
 
370. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:05:41]  
 

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon 
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan 
sebagai berikut:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPRD Daerah, 
Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara 
nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan 
pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB 
sepanjang hasil pemilihan umum:  

1) Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa 
Tengah 3, Provinsi Jawa Tengah untuk konversi PT 4%.  

2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten 
Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.  

3. Menetapkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan 
(…)  

 
371. KETUA: SALDI ISRA [01:06:56]  
 

Memerintahkan.  
 

372. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13 /PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:06:57]  

 
Memerintahkan. Izin.  
3. Memerintahkan, izin, memerintah kepada KPU untuk menetapkan 

hasil pemilihan suara Pemohon dan dari Partai Garuda yang benar 
untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Daerah 
Pemilihan Jawa Tengah 3, Provinsi Jawa Tengah konversi 4% 
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Sebagai berikut: Partai Persatuan Pembangunan= 145.008, Partai 
Garuda= 99.  

4. Memerintahkan kepada Permohon untuk melaksanakan 
pemungutan suara ulang di TPS 13 Desa Selopuro dan TPS 004 
Desa Kalang Turi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang 
sepanjang Dapil Rembang 2 untuk pengisian calon Anggota DPRD 
Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.  

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan putusan ini.  

Atau apabila Mahkamah Kondisi Republik Indonesia berpendapat 
lain, mohon putusan seadil-adilnya.  

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

373. KETUA: SALDI ISRA [01:08:03]  
 

Terima kasih. 
Saya tanya 1 ya, itu di TPS 013 Desa Selopuro itu, saksi partai ada 

enggak ketika di TPS?  
 
374. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:08:11]  
 

Saksi partai, ada.  
 
375. KETUA: SALDI ISRA [01:08:12]  
 

Tanda tangan enggak?  
 
376. KUASA HUKUM PEMOHON 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:08:13]  
 

Tanda tangan.  
 
377. KETUA: SALDI ISRA [01:08:13]  
 

Oke, tanda tangan, ya? Oke, terima kasih.  
Terakhir, Jawa Tengah, Nomor 65. Silakan.  

 
378. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:08:36]  
 

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan, kami yang hadir, M. 
Andrean Saefudin bersama rekan saya, M. Hidayat Arifin bertindak untuk 
dan atas nama Partai Nasdem, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5.  
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Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya sepanjang 
perselisihan suara untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5.  

 
379. KETUA: SALDI ISRA [01:09:04]  
 

Oke. Ini untuk DPR RI saja, ya?  
 
380. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:09:10]  
 

Betul, Yang Mulia.  
Untuk kewenangan, kedudukan hukum, dan tenggat waktu dianggap 

dibacakan, Yang Mulia.  
 
381. KETUA: SALDI ISRA [01:09:15]  
 

Ya. 
 
382. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:09:15]  
 

Lanjut ke halaman 6 pokok permohonan.  
Bahwa (…) 

 
383. KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]  
 

Ya. Ini kursi keberapa ini?  
 
384. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:09:27]  
 

Kursi terakhir, Yang Mulia.  
 
385. KETUA: SALDI ISRA [01:09:30]  
 

Dari?  
 
386. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:09:32]  
 

Dari total kursi Jawa Tengah 5.  
 
387. KETUA: SALDI ISRA [01:09:34]  
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Ya, lupa juga angkanya, ya? Ini kalau jadi lawyer itu harus cermat 

juga.  
 
388. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:09:41]  
 

Baik, Yang Mulia.   
 
389. KETUA: SALDI ISRA [01:09:41]  
 

Ini kursi berapa, kursi nomor berapa yang diperebutkan. Kursi 
terakhir semua itu udah jadi pattern, udah jadi pola kalau permohonan-
permohonan kayak begini. Silakan.  

 
390. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:09:51]  
 

8, Yang Mulia.  
 
391. KETUA: SALDI ISRA [01:09:52]  
 

Ah, 8. 
 
392. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:09:53] 
 

Bahwa menurut Pemohon terdapat selisih perolehan suara Pemohon 
di 4 kabupaten/kota, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, yang terdiri dari 
Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Surakarta sebanyak 11.539 suara. Yang 
tentunya sangat merugikan Pemohon dan memiliki implikasi terhadap 
pengisian alokasi kursi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa 
Tengah 5.  

 
393. KETUA: SALDI ISRA [01:10:17]  
 

Jadi, 11.539 ini perginya ke Gerindra semua?  
 
394. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:10:21]  
 

Tidak semua, Yang Mulia. Ada 5 partai yang kita rinci nanti diuraikan. 
 
395. KETUA: SALDI ISRA [01:10:21] 
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Oke.   
 
396. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:10:27]  
 

Lanjut, Yang Mulia.  
 
397. KETUA: SALDI ISRA [01:10:25]  
 

Ya. 
 
398. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:10:25]  
 

Bahwa terdapat perbedaan jumlah penghitungan perolehan suara 
Pemohon oleh Termohon yang menguntungkan Pihak Terkait di Daerah 
Pemilihan Jawa Tengah 5, yakni: Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan 
Surakarta sebanyak 11.539 suara dimana perbedaan tersebut didapat 
karena adanya migrasi, atau perpindahan suara, dan/atau pengurangan 
pengalihan suara milik Pemohon secara melawan hukum yang dilakukan 
secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan oleh karenanya, 
pengurangan suara Pemohon sebagai dimaksud berakibat pada 
berkurangnya perlahan suara Pemohon dan adanya penambahan kursi 
kepada Pihak Terkait sekaligus mengakibatkan kehilangan alokasi 
pengisian kursi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5.  

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada 
perolehan kursi Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, 
Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo, Surakarta adalah sebagai berikut.  

Nomor Urut Partai Nomor 5 daerah pemilihan Jawa Tengah 5, 
perolahan suara menurut Pemohon=100.350 ... 135.222 ... mohon maaf, 
Yang Mulia, diulang.   

 
399. KETUA: SALDI ISRA [01:11:25]  
 

Ya.  
 
400. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:11:48]  
 

135.229 suara, sedangkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya 
dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perlahan Suara Nomor 
218/Pl.01.08-BA/05/2006 dalam Pemilihan Umum 2004 [!sic], Pemohon 
hanya memperoleh suara, Nomor Urut Partai 5 di daerah pemilihan Jawa 
Tengah 5, perolehan suara 123.690 suara.  
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Bahwa berdasarkan temuan Pemohon secara konkret dan faktual, 
perbedaan jumlah penghitungan Pemohon oleh Termohon yang 
menguntungkan  Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, 
Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Surakarta yang mengakibatkan adanya 
pengurangan suara milik Pemohon sebanyak 11.539 suara dapat diuraikan 
dengan rincian sebagai berikut: Dianggap dibacakan, Yang Mulia, untuk 
Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 Kabupaten Klaten.  

 
401. KETUA: SALDI ISRA [01:12:49]  
 

Ini semua yang menyangkut tabel ini dianggap dibacakan, ya?  
 
402. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:12:53]  
 

Ya, Yang Mulia. Takut … cukup tebal juga. 
 
403. KETUA: SALDI ISRA [01:12:56]  
 

Ya, ini Permohonan paling tebal ini. 
 
404. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:12:56]  
 

Mengalahkan pilpres, yang Mulia.  
 
405. KETUA: SALDI ISRA [01:13:02]  
 

Oke. Lanjut ke (...)   
 
406. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:13:02]  
 

 Lanjut di halaman 51, Yang Mulia.  
Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan 

adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Klaten sebanyak 2.846 
suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya migrasi/perpindahan 
suara dan/atau pengurangan pengalihan suara milik Pemohon secara 
melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 
Pengguna ... pengurangan suara dimaksud dikarenakan adanya dugaan 
keberpihakan Termohon dengan mengalihkan perolehan suara sah milik 
Pemohon kepada Pihak Terkait dan/atau pihak lainnya sehingga 
menguntungkan Pihak Terkait dan/atau pihak lainnya. Adanya 
rekayasa/manipulasi serta bentuk kecurangan yang dilakukan jelas 
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merupakan bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terstruktur, 
sistematis dan masif.  

 Untuk selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.   
 
407. KETUA: SALDI ISRA [01:13:48]  
 

Ya.  
 
408. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:13:54]  
 

Daerah pemilihan Jawa Tengah 5, Kota Surakarta (...) 
 
409. KETUA: SALDI ISRA [01:13:54]  
 

Untuk yang pertama itu bukti P-9 sampai bukti P-158, ya?  
 
410. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13: M. ANDREAN SAEFUDIN 

[01:13:59]  
 

Ya, betul, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.  
 
411. KETUA: SALDI ISRA [01:14:00]  
 

Oke, terus?  
 
412. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:14:01]  
 

Lanjut, daerah pemilihan Jawa Tengah 5, Kota Surakarta tabelnya 
dianggap dibacakan, Yang Mulia.  

 
413. KETUA: SALDI ISRA [01:14:07]  
 

Ya. Terus lanjut ke?  
 
414. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:14:07]  
 

Halaman 70, Yang Mulia.  
 
415. KETUA: SALDI ISRA [01:14:11]  
 

Halaman 70. Silakan. 
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416. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:14:14]  

 
Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan 

adanya pengurangan suara Pemohon di Kota Surakarta sebanyak 1.464 
suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya migrasi/perpindahan 
suara dan/atau pengurangan/pengalihan suara milik Pemohon secara 
melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 
Pengurangan suara dimaksud dikarenakan adanya dugaan keberpihakan 
Termohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.  

 Lanjut, Yang Mulia. Untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 
Kabupaten Boyolali, dianggap dibacakan.  

Dilanjutkan ke halaman 103.  
 
417. KETUA: SALDI ISRA [01:14:54]  
 

Oke. 
 
418. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:14:55]  
 

Bahwa menurut Pemohon selisih peralatan suara di atas disebabkan 
adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Boyolali sebanyak 
2.212 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya 
migrasi/perpindahan suara dan/atau pengurangan/pengalihan suara milik 
Pemohon secara melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, 
sistematis, dan masif. Pengurangan suara dimaksud karenakan adanya 
dugaan keberpihakan Termohon dengan mengalihkan perolehan suara sah 
milik Pemohon kepada Pihak Terkait dan/atau pihak lainnya sehingga 
menguntungkan Pihak Terkait dan/atau pihak lainnya.  

Dianggap dibacakan selanjutnya, Yang Mulia.  
 
419. KETUA: SALDI ISRA [01:15:27]  
 

 Ya. 
 
420. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:15:28]  
 

Daerah pemilihan Jawa Tengah 5, Kabupaten Sukoharjo.  
 
421. KETUA: SALDI ISRA [01:15:39]  
 

Sampai halaman berapa ini? 
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422. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:15:39]  

 
Sebentar, Yang Mulia. Sampai halaman 167.  

 
423. KETUA: SALDI ISRA [01:15:39]  
 

167. 
 
424. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:15:45]  
 

Izin melanjutkan, Yang Mulia?  
 
425. KETUA: SALDI ISRA [01:15:46]  
  

Ya, silakan. 
 
426. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:15:48]  
 

Bahwa menurut Pemohon selisih proses suara di atas disebabkan 
adanya pengurangan suara Pemohon di kabupaten Sukoharjo sebanyak 
5.017 suara. Pengurangan tersebut karena adanya migrasi/perpindahan 
suara dan/atau pengurangan/pengalihan suara milik Pemohon secara 
melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 
Pengurangan suara dimaksud dikarenakan adanya dugaan keberpihakan 
Termohon dengan mengalihkan perolehan suara sah milik Pemohon 
kepada Pihak Terkait dan/atau pihak lainnya sehingga menguntungkan 
Pihak Terkait dan/atau pihak lainnya. 

Adanya rekayasa, manipulasi serta bentuk kecurangan yang 
dilakukan jelas merupakan bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan 
secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dan oleh karenanya, 
berdasarkan Bukti P-335 sampai dengan P-553, sudah dilampirkan, Yang 
Mulia.  

 
427. KETUA: SALDI ISRA  [01:16:29]   
 

Ya.  
 
428. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN  [01:16:29]   
 

Lanjut, Yang Mulia?  
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Bahwa fakta yuridis … bahwa dalam terjadinya pengurangan 
pengalihan suara milik Pemohon oleh Termohon tersebut di atas tentu 
sangatlah merugikan Pemohon karena seharusnya dengan penghitungan 
perolehan yang benar, maka Pemohon berhak mendapatkan alokasi kursi 
pengisian satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di 
Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, 
dan Surakarta.  

Bahwa Pemohon telah mencocokkan jumlah perolehan suara yang 
ada di seluruh tempat pemungutan suara pada Daerah Pemilihan Jawa 
Tengah 5 dan ternyata benar di 728 tempat pemungutan suara pada 4 
kabupaten/kota Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 terdapat 
ketidaksesuaian antara perolehan suara yang tercantum dalam C-1 
sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Hal mana terjadi karena adanya 
dugaan keberpihakan dengan pengalihan perolehan suara Pemohon 
kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon. 

Bahwa menurut Pemohon, total jumlah perolehan suara Pemohon 
yang dihitung berdasarkan Form C-1 yang dimiliki oleh Pemohon ialah 
sejumlah 135.229 suara. Dan kesemuanya itu dapat ... didapat dengan 
rincian sebagai berikut, Yang Mulia.  

Izin dibacakan tabelnya. Untuk wilayah kabupaten/kota, Kabupaten 
Klaten 2.846 (…) 

 
429. KETUA: SALDI ISRA  [01:17:45]  
 

Ya, dianggap dibacakan, ya?  
 
430. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:17:45]  
 

Ya.  
 
431. KETUA: SALDI ISRA [01:17:48]  
 

Pokoknya jumlahnya 11.000 lah begitu, ya.  
 
432. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:17:51]  
 

Betul, Yang Mulia.  
Lanjut, Yang Mulia.  
Bahwa atas uraian yang dimaksud di atas dengan adanya 

migrasi/perpindahan suara dan/atau pengurangan perolehan suara milik 
Pemohon secara melawan hukum, senyatanya telah merugikan Pemohon 
dan hal demikian dengan tegas dan jelas juga sekaligus membuktikan 
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telah terjadi kecurangan dan/atau setidak-tidaknya pelanggaran pemilu 
yang terstruktur, sistematif, dan massif.  

Bahwa sebagai pertimbangan pada aspek kualitatif, salah satu 
indikator atau tolak ukur telah terjadi pelanggaran pemilu yang 
terstruktur, sistematif, dan masif salah satunya dapat dilihat dari adanya 
Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali Nomor 
001/LP/ADM.PL/Bawaslu. KAB/14.11/III/2024/ Kita lampirkan sebagai 
bukti. Yang membuktikan telah terjadi pengalihan suara secara 
terstruktur, sistematif, dan masif pada Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 
Boyolali dimana perolehan suara Pemohon juga mengalami pengurangan 
sebanyak 555 suara. 

 
433. KETUA: SALDI ISRA [01:18:48]  
 

Oke, lanjut.  
 
434. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. ANDREAN SAEFUDIN  [01:18:48]  
 

Izin, Yang Mulia untuk Petitum dibacakan oleh rekan saya, Saudara 
M Hidayat Arifin.  

 
435. KETUA: SALDI ISRA [01:18:56]  
 

Silakan. 
 
436. KUASA HUKUM PEMOHON 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: M. HIDAYAT ARIFIN [01:18:56]   
 

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.  
Petitum.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juga dengan didasarkan kepada 
alasan yang telah diuraikan, serta bukti-bukti sebagaimana terlampir, 
maka Pemohon memohon kepada yang ... Yang Mulia Majelis Hakim 
Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenaan 
untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:  

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh 
Pemohon untuk seluruhnya.  

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
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dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara 
nasional dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara 
nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 
WIB sepanjang perselisihan suara untuk pemilihan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan 
Jawa Tengah 5, tertanggal 20 Maret 2024.  

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara 
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Nomor 
218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, 
tertanggal 20 Maret 2024.  

4. Menetapkan perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara 
nasional dalam Pemilihan Umum 2024 sepanjang perselisihan 
suara untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia daerah pemilihan Jawa Tengah 5 adalah 
sebagai berikut:  

Nomor Urut Partai 5, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, 
Perolehan Suara 135.229 suara.  

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan a 
quo.  

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 
keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Majelis. 

 
437. KETUA: SALDI ISRA [01:21:36]  
 

Terima Kasih. Lah ini yang paling banyak ini. Jadi, agak … Kuasa 
Hukum Termohon, siapa ini?  

 
438. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:21:45]  
 

Siap, Yang Mulia.  
 
439. KETUA: SALDI ISRA [01:21:45]  
 

Ya. Ini Anda harus carikan persandingannya ini (…) 
 
440. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:21:47]  
 

Siap.  
 
441. KETUA: SALDI ISRA [01:21:48]  
 

Dihitung satu-satu nanti.  
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442. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:21:48]  
 

Siap.  
 
443. KETUA: SALDI ISRA [01:21:49]  
 

Begitu juga Pihak Terkaitnya.  
Kalau Bawaslu kan ada surat segala macemnya itu nanti kita 

persandingkan ini, mana diantara kalkulator Anda yang benar ini? 
Kalkulator di sini yang benar atau yang di sana atau yang di sana, begitu? 
Ya, ini kalau soalnya angka-angka ini.  

Oke, berarti Jawa Tengah sudah selesai, ya disampaikan? Nah, 
sebelum sidang kita tutup, ini kita pengesahan bukti dulu.  

Untuk Permohonan Nomor 83, Kuasa Hukumnya? Ya, mengajukan 
Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, benar?  

 
444. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [01:22:37]  
 

Benar, Yang Mulia.  
 
445. KETUA: SALDI ISRA [01:22:37]  
 

Benar, namun Bukti P-2, P-6, dan P-14 tidak ada.  
 
446. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [01:22:41]  
 

Menyusul, Yang Mulia.  
 
447. KETUA: SALDI ISRA [01:22:43]  
 

Itu kan kalau menyusul berarti sekarang yang ada saja disahkan 
dulu, ya.  

 
448. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [01:22:46]  
 

Ya, Yang Mulia.  
 
449. KETUA: SALDI ISRA [01:22:47]  
 

Oke, kita sahkan diluar bukti P-2, P-6, dan P-14.  
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450. KUASA HUKUM PEMOHON 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: RA SHANTI DEWI [01:22:51]  
 

Siap.  
 
451. KETUA: SALDI ISRA [01:22:54]  
 

Permohonan Nomor 99, mengajukan … Kuasa Hukumnya 99?  
 
452. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MUHAMMAD MUALIMIN [01:23:03]  
 

Siap, Yang Mulia.  
 
453. KETUA: SALDI ISRA [01:23:05]  
 

Mengajukan Bukti P-1 sampai bukti P-3? 
 
454. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: MUHAMMAD MUALIMIN [01:23:06]  
 

Siap, Yang Mulia.  
 
455. KETUA: SALDI ISRA [01:23:05]  
  

Benar, ya?  Kita sahkan.  
 
 
 
 
 

Permohonan Nomor 155, mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti 
P-33. Siapa yang pegang 155? Benar, ya?  

 
456. KUASA KUASA HUKUM PEMOHON 99/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024  DAN 155/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD 
MUALIMIN [01:23:20]  

 
Benar, Yang Mulia, 155.  

 
457. KETUA: SALDI ISRA [01:23:21]  
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Benar, ya? 
 
458. KUASA HUKUM PEMOHON 99/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  DAN 

155/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUALIMIN 
[01:23:23]  

 
Benar, Yang Mulia. 

 
459. KETUA: SALDI ISRA [01:23:24]  
  

Benar, namun Bukti P-8 buram dan tidak terbaca nanti bisa 
dihubungi Kepaniteraan. Kita sahkan yang klir.  

 
 
 
 
 

460. KUASA HUKUM PEMOHON 99/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  DAN 
155/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : MUHAMMAD MUALIMIN 
[01:23:20]  

 
Baik.  

 
461. KETUA: SALDI ISRA [01:23:21]  
 

188, mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-31. Betul?  
 
462. KUASA HUKUM PEMOHON 188/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 

NATHANIEL HUTAGAOL [01:23:38]  
 

Betul, Yang Mulia.  
 
463. KETUA: SALDI ISRA [01:23:38]  
 

Nah, namun ada catatan ini. Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-12, Bukti P-
13, Bukti P-14, Bukti P-17, Bukti P-24, Bukti P-30, Bukti P-31 tidak ada.  

 
464. KUASA HUKUM PEMOHON 188/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 

NATHANIEL HUTAGAOL [01:23:54]  
 

Betul, Yang Mulia. Betul.  
 
KETUA: SALDI ISRA [01:23:56]  
 

Betul, ya? Yang ada kita sahkan.  
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Nomor 33, mengajukan... P-1 sampai Bukti P-7? Betul ya, disahkan.  
 
 
 
 

44, Dapil DPRD Kabupaten Rembang 2, P-1 sampai dengan P-6?  
 
465. KUASA HUKUM PEMOHON 44/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 

BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:24:16]  
 

Betul, Yang Mulia.  
 
466. KETUA: SALDI ISRA [01:24:18]  
 

Betul, Kita sahkan.  
 
 
 
 

Dapil DPR Jateng 3, P-1 sampai dengan P-1.475? Karena baru 
dimasukkan sebelum sidang jadi belum bisa disahkan, harus diverifikasi 
dulu, ya(…)  

 
467. KUASA HUKUM PEMOHON 44/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 

BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:24:34]  
 

Baik, terima kasih.  
 
468. KETUA: SALDI ISRA [01:24:35]  
 

Jadi, mohon bersabar, mungkin disidang berikutnya kita sahkan, 
bukti yang diajukan oleh Nomor 144 [!sic] sepanjang dapil untuk DPR 
Jateng 3.  

Nomor 65, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-554?  
 
469. KUASA HUKUM PEMOHON 65/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. 

ANDREAN SAEFUDIN [01:24:55] 
 

Betul, Yang Mulia. 
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470. KETUA: SALDI ISRA [01:24:57]  
 

Ada catatan, kecuali bukti P-197, karena Alat Bukti C-1 tidak lengkap, 
hanya ada satu dari tujuh halaman. Nanti tolong dilengkapi, ya.  

 
471. KUASA HUKUM PEMOHON 65/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. 

ANDREAN SAEFUDIN [01:25:08]  
 

Baik, Yang Mulia, nanti disesuaikan.  
 
472. KETUA: SALDI ISRA [01:25:09]  
 

Di luar itu kita sahkan.  
 
473. KUASA HUKUM PEMOHON 65/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. 

ANDREAN SAEFUDIN [01:25:12]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
 
474. KETUA: SALDI ISRA [01:25:13]  
 

Terima kasih. Berarti kita dengan … apa namanya … penuh rasa 
hormat terhadap waktu, kita sudah menyelesaikan tujuh permohonan 
yang ada di Jawa Tengah yang sudah disampaikan oleh Pemohon. Dan 
oleh karena itu, nanti akan pekerjaan berpindah kepada Termohon, Pihak 
Terkait, dan Bawaslu untuk sidang berikutnya. Seperti yang kami 
sampaikan, tolong yang direspons yang ada di permohonan yang 
diregistrasi. Oke, ya. Ada pertanyaan?   

 
475. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [01:25:46]  

 
Ada, Majelis.  

 
476. KETUA: SALDI ISRA [01:25:48]  
 

Ya.  
 
477. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [01:25:48]  

 
Yang Mulia, ini ada Surat Kuasa tambahan atau diserahkan ke Yang 

Mulia atau di Kepanitraan?  
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478. KETUA: SALDI ISRA [01:25:54]  
 

Diserahkan Kepanitraan nanti.  
 
479. KUASA HUKUM PEMOHON 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 DAN 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: 
JIMMY HIMAWAN [01:25:56]  

 
Baik, terima kasih, Yang Mulia.  

 
480. KETUA: SALDI ISRA [01:25:58]  
 

Ya. Jadi penundaan sidang untuk perkara Jawa Tengah yang tadi 
tujuh nomor, itu sidang ditunda. Selanjutnya, kita akan mendengarkan 
jawaban dari Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan dari 
Bawaslu yang jadwalnya akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan 
diberitahukan kepada Para Pihak melalui Kepaniteraan. Estimasi waktunya 
itu kemungkinan Selasa. Jadi, kalau mau memasukkan bukti, 
menambahkan bukti, silakan tambahkan. Kalau bisa disampaikan sebelum 
persidangan supaya kita bisa memverifikasi bukti-bukti yang diajukan. 
Paham ya?  

Jadi jadwal lengkap nanti akan diberitahu oleh Kepanitraan karena ini 
di sidang berikutnya itu akan lebih panjang. Kalau hari ini kita cuma 
mendengarkan Satu Pihak, Pemohon, sidang berikutnya akan 
mendengarkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Waktunya bisa 
menjadi dua sampai tiga kali lebih lama dibanding yang sekarang untuk 
masing-masing permohonan.  

Oke, terima kasih kepada perhatian kita semua dan … apa namanya 
… atensi kita untuk sidang ini. Sidang penyelesaian Hasil Pemilihan Umum 
Anggota Legislatif untuk Jawa Tengah dinyatakan selesai, sidang ditutup.  

 
 
 
 

  
 

 
Jakarta, 29 April 2024 

  Panitera, 
Muhidin   

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.52 WIB 
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